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Abstrak
 

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai

Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan

meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi

emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas

bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel

terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah

satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan

paradigma <em>post-positivisme</em>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas

kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu

mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan <em>demand </em>masyarakat terhadap mobil listrik,

namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini

telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya

adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan <em>target

group</em>, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan

baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai

dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari

kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & <em>target group</em>) kebijakan ini sudah berada pada

tahapan yang paling baik yaitu <em>strategic</em> <em>readiness</em>. Beberapa rekomendasi telah

diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan

ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan

pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu

meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik.

......This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP)

policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over

environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric

vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as

one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the

adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as

stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive
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research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include

literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant

Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of

increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas

emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been

formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the

main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the

target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line

with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the

external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved

(government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several

recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in

implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the

government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study

with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars

into electric cars.


